PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN SARANA DAN PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA, PENGOBAT TRADISIONAL DAN REGISTRASI INDUSTRI
RUMAH TANGGA MAKANAN DAN MINUMAN

Menimbang

DI KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam
bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh
swasta, produk makanan dan minuman pengobatan
tradisional serta upaya-upaya masyarakat yang
berkaitan dengan kesehatan perlu dilakukan
pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui
pemberian izin dan registrasi ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang
Retribusi Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan
Swasta, Pengobat Tradisional dan Registrasi Industri
Rumah Tangga Makanan dan Minuman di Kabupaten
Purbalingga ;
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Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
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10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) yang telah dirubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Purbalingga ( Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 Seri D
No. 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN SARANA
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, PENGOBAT
TRADISIONAL DAN REGISTRASI INDUSTRI RUMAH
TANGGA MAKANAN DAN MINUMAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
5

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Purbalingga

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Purbalingga

Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Swasta adalah merupakan
bagian integral dan jaringan Pelayanan Medik yang diselenggarakan
oleh perorangan , kelompok atau Yayasan yang meliputi upaya
Promotif, Preventif Kuratif dan Rehabilatif yang dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan

Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap invidu atau
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
maksimal dokter umum atau dokter gigi

Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik
dasar secara rawat jalan

Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan
kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik
termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir

Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh
seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis dengan atau tanpa mengunakan penunjang medik

Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara
bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter
gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medik

Toko obat (pedagang eceran obat) adalah orang atau Badan Hukum
Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan
obat-obatan bebas terbatas (daftar G) untuk dijual secara eceran
ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.
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